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Abstrak

Obesitas regulasi di tingkat Pusat maupun Daerah menimbulkan permasalahan dalam
penataan perundang-undangan. Peraturan Menteri yang sangat beragam menyulitkan
pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini, pertama, bagaimana kedudukan dan materi muatan peraturan menteri

Kata Kunci: dalam perspektif perundang-undangan dan sistem presidensial di Indonesia? Kedua,
Kedudukan, bagaimana upaya untuk menghindari obesitas pembentukan peraturan menteri dalam
presidensial, peraturan  penyelenggaraan pemerintahan? Terhadap dua permasalahan tersebut akan dianalisis
menteri

secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Hasil kajian ini menyimpulkan, pertama, peraturan menteri pada
dasarnya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hanya saja dapat
dikeluarkan oleh menteri sepanjang ada kewenangan atau perintah dari undang-undang
yang lebih tinggi untuk mengaturnya dan hanya berlaku ke dalam untuk kepentingan
kelembagaan yang dipimpinnya. Namun, menteri/kementerian dalam sistem
presidensial itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan kepada Presiden,
sehingga yang tepat menetapkan peraturan perundang-undangan itu mestinya adalah
Presiden; kedua, untuk menghindari terjadinya obesitas pembentukan peraturan
menteri, presiden cukup membentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden
saja, dan tidak perlu melimpahkan kepada menteri untuk membentuk peraturan

pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Kompleksitas masalah perundang-undangan
di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini
menjadi polemik di masyarakat. Tidak saja
menjadi keresahan akademisi di Perguruan
Tinggi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat,
pemerintah daerah, tetapi juga di lingkup
pemerintahan pusat (Huda, 2021). Pada acara
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6
dengan tema “Memperkuat Kabinet Presidensial
Efektif” di Jakarta 2-4 September 2019, Menteri
Sekretaris Negara Pratikno, menyampaikan
‘keluhan’ Pemerintah terkait ‘Obesitas Regulasi’
yang menghambat investasi di Indonesia. Ada 15
Kementerian yang membuat aturan berpotensi
menghambat investasi. Sampai Oktober 2018, ada
7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden,
452 Peraturan Pemerintah 107 Undang-Undang.
Hingga November 2019, telah lahir 10.180
regulasi, dengan rincian sebagai berikut: 131
Undang-Undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839
Peraturan Presiden, dan 8.684 Peraturan Menteri
(Huda, 2021). Dari data tersebut diketahui bahwa
obesitas regulasi nampaknya terjadi justru di

ranah eksekutif (di
Peraturan Menteri.

Obesitas Regulasi’ menimbulkan persoalan
baru berupa: (1) potensi tumpang tindih; (2)
beban harmonisasi dan sinkronisasi; dan (3) tidak
ada lembaga yang melakukan monitoring &
evaluasi. Pemerintah oleh karenanya saat ini
tengah memangkas 100 aturan setiap bulan dan
membentuk Undang-Undang dengan metode
omnibus untuk menjamin kemudahan berusaha.
Di samping itu, Pemerintah juga menyiapkan
Regulatory Technology (Reg Tech) (Syafriadi,
2023).

Pada 2016 silam setidaknya terdapat 3.143
Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi
maupun perda Kabupaten/Kota yang telah
dibatalkan Presiden melalui Kementerian Dalam
Negeri. Menteri Tjahyo Kumolo menyatakan
bahwa perda tersebut dibatalkan karena
menghambat laju investasi di daerah (Jaya &
Tongke, 2023). Tindakan Presiden yang
membatalkan sejumlah Perda tersebut menuai
reaksi dari masyarakat dan asosiasi kepala daerah
seluruh Indonesia, yang berujung pada pengujian

bawah Presiden) yaitu
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UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi Menteri Keuangan kepada
Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan adanya
sejumlah Perda yang dipandang bermasalah,
adalah: (1) Tumpang tindih dengan pajak pusat;
(2) Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan
prinsip retribusi; (3) Menimbulkan duplikasi
dengan pungutan daerah; (4) Menghambat arus

lalu lintas barang; dan (5) Berakibat
meningkatnya beban subsidi pemerintah (Huda,
2021).

Kompleksitas masalah obesitas perundang-
undangan di Indonesia yang dikeluarkan
Pemerintah seolah ‘dibiarkan’ begitu saja oleh
Pemerintah Pusat, sedangkan Perda ditindak
tegas dengan dibatalkannya ribuan Perda oleh
Presiden di 2016 sebagaimana diuraikan di atas.
Beragamnya Peraturan Menteri sesungguhnya
merepotkan pemerintah daerah untuk
menindaklanjuti, karena tidak sedikit yang
substansinya seperti layaknya undang-undang.
Aparatur pemerintahan daerah seringkali
menerjemahkan Peraturan Menteri seperti
undang-undang, sehingga seolah-olah kedudukan
Peraturan Menteri lebih tinggi dari Peraturan
Daerah. Padahal Perda diproduk oleh lembaga
daerah (DPRD dan Kepala Daerah) yang memiliki
atribusi kewenangan otonom baik dari Pasal 18
ayat (3) dan ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945
ataupun UU Pemerintahan Daerah dan UU
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta
perundang- undangan lainnya (Huda, 2021).

Peraturan Menteri dalam praktiknya juga
banyak digunakan sebagai instrumen hukum
untuk menindaklanjuti putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya: 8 (i)
Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 terkait
kebijakan impor Indonesia atas produk hewan,
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Pertanian No.17/Permentan/PK.450/05/2016
tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam
Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona
Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; (ii) Putusan
MK No. 82/PUU-X/2012 terkait Pembatalan
secara bersyarat Pasal 15 ayat (1) UU No. 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, sepanjang dimaknai meniadakan
hak pekerja untuk mendaftarkan diri. Putusan MK
tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
No.Per- 12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran,
[uran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (iii) Putusan MK No.
36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas,
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM
No. 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Migas; (iv) Putusan MK No. 95/PUU-
VIV/2016 tentang Advokat, ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi dan
Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang
Program Profesi Advokat; (v) Putusan MK No.

35/PUU-X/ 2012 tentang Hutan Adat,
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak
Adat (Huda, 2021).

Uraian di atas menggambarkan adanya
persoalan hukum yang masih problematik
khususnya terkait dengan obesitas Peraturan
Menteri sebagai salah satu jenis peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Ada penelitian
yang pernah dilakukan oleh Sofyan Apendi
dengan judul “Ketiadaan Peraturan Menteri
Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan
Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional”.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
Peraturan Menteri sebaiknya tidak lagi diakui
sebagai peraturan pelaksana tingkat pusat paling
akhir dan ditiadakan dari sistem peraturan
perundang-undangan nasional, dan peraturan
pelaksana tingkat pusat paling akhir berhenti di
Peraturan Presiden yang tidak boleh lagi
mendelegasikan  ketentuan  kepada  jenis
peraturan perundang-undangan lain.  Meski
secara prinsip sama dengan substansi penelitian
ini, namun peredaannya dengan penelitian ini
adalah penulis selain menggunakan perspektif
perundang- undangan juga menggunakan
perspektif sistem pemerintahan presidensial
dalam menganalisis permasalahan ini.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan
ini, pertama, bagaimana kedudukan dan materi
muatan peraturan menteri dalam perspektif
perundang- undangan dan sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana
upaya untuk menghindari obesitas pembentukan
peraturan menteri dalam penyelenggaraan
pemerintahan? Penelitian ini bertujuan pertama,
menganalisis kedudukan dan materi muatan
Peraturan Menteri dalam perspektif perundang-
undangan dan sistem pemerintahan presidensial
di Indonesia; kedua, menganalisis dan
merumuskan upaya untuk menghindari obesitas
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pembentukan  peraturan  menteri  dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

II. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini ialah kedudukan dan
materi muatan peraturan menteri dalam
peraturan perundang-undangan. Kajian dalam
penelitian ini bersifat normatif. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan serta
literatur yang terkait. Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang- undangan (statute
approach), untuk  menganalisis  berbagai
peraturan perundang- undangan yang berkaitan
dengan persoalan kedudukan dan materi muatan
peraturan menteri. Di samping itu,
dipergunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach) untuk menganalisis dan
merumuskan konsep untuk menghindari obesitas

pembentukan  peraturan menteri  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  (Muhaimin,
2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peraturan Menteri dalam Perspektif
Perundang-undangan

Baik dalam naskah peraturan perundang-
undangan maupun dalam berbagai literatur yang
berkaitan dengan Hukum Tata Negara Indonesia
dikenal berbagai istilah yaitu perundangan,
perundang-undangan, peraturan perundangan,
peraturan perundang-undangan, dan peraturan
negara. Istilah peraturan perundangan dipakai
dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
tentang Sumber Tertib Hukum Republik
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundangan. Adapun istilah yang dipergunakan
dalam Ketetapan MPR No. [II/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang- undangan, sebagaimana nama dari
Ketetapan MPR tersebut adalah peraturan
perundang-undangan. Istilah peraturan
perundang-undangan juga dipakai di dalam UU
No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Husen, 2019).

Attamimi mengemukakan istilah peraturan
perundang-undangan berasal dari istilah
“wettelijke regels” atau “wettelijke regeling”
(Qamar & Rezah, 2020). Walaupun demikian
istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara
konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih
tepat digunakan istilah “perundang-undangan”

dan dalam konteks lain digunakan istilah
“peraturan perundang-undangan”.

Penggunaan istilah “peraturan perundang-
undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan
dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk
peraturan (hukum). Dalam konteks lain lebih
tepat dipakai istilah perundang-undangan saja,
misalnya istilah Ilmu Perundang-undangan, Teori

Perundang-undangan, Dasar-dasar Perundang-

undangan. Perbedaan penggunaan istilah
tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan
konteks yang berbeda-beda, termasuk di

dalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk
dan jenis perundang-undangan. Selain ity,
digunakan pula untuk menentukan
tingkatan/hirarki dari perundang-undangan, dan
juga untuk mengetahui proses pembentukannya
(Gusman, 2023).

Istilah “perundang-undangan” dan “peraturan
perundang-undangan” berasal dari kata “undang-
undang”, yang merujuk kepada jenis atau bentuk
peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam
literatur Belanda dikenal istilah “wet” yang
mempunyai dua macam arti yaitu “wet in formele
zin” dan “wet in materiele zin” yaitu pengertian
undang-undang yang didasarkan kepada bentuk
dan cara terbentuknya serta pengertian undang-
undang yang didasarkan kepada isi atau
substansinya (Yusdheaputra, 2023).

Jimly Asshiddigie mengemukakan pembedaan
keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan
atau sudut penglihatan, yaitu suatu undang-
undang yang dapat dilihat dari segi materinya
atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat
dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.
Sementara, menurut Attamimi, perbedaan kedua
pemahaman tersebut bersumber pada jawaban
terhadap pertanyaan pokok, apakah sebenarnya
tugas pementuk wet (de wetgever) (Huda, 2021).

Ada dua pendapat mengenai pengertian
pembentukan wet. Pertama, pembentukan wet
adalah pelaksanaan suatu tugas tertentu. Kedua,
pembentukan wet adalah permulaan perumusan
prosedur formal yang merupakan syarat bagi
terbentuknya wet (Basyar, 2022). Dalam
pandangan pendapat yang pertama, yang
menganut pemahaman tentang wet yang materiil
menganggap, bahwa kepada pembentuk wet
dibebankan tugas tertentu, sehingga pengertian
tentang apa yang dimaksud dengan wet ialah
suatu peraturan yang mengandung isi atau materi
tertentu, dan karena itu, diperlukan prosedur
pembentukan yang tertentu pula (het materiele
wetsbegrip).
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Sedangkan  menurut pendapat kedua,
pembentukan wet merupakan permulaan semata-
mata dari suatu prosedur formal, tidak peduli
materi yang terkandung di dalam wet tersebut.
Pendapat ini disebut pemahaman tentang wet
yang formal (het formele wetsbegrip) (Basyar,
2022).

Attamimi berkaitan dengan hal di atas
kemudian menyatakan, kata wet tidak tepat
apabila diterjemahkan dengan “undang-undang”.
Jadi tidak tepat apabila kata-kata “wet in formele
zin” diterjemahkan dengan “undang-undang
dalam arti formal” atau pun kata-kata “wet in
materiele zin” dengan “undang- undang dalam
arti material”. Pemakaian istilah “perundangan”
asal katanya adalah “undang” dengan dibubuhi
awalan per- dan akhiran -an. Kata “undang”
berkonotasi lain dari kata “undang-undang”. Yang
dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini
adalah yang berkaitan dengan “undang-undang”
bukan kata “undang” yang mempunyai konotasi
lain (Basyar, 2022).

Solly Lubis, yang dimaksud perundang-
undangan ialah proses pembuatan peraturan
negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari
perencanaan (rancangan), pembahasan,
pengesahan atau penetapan dan akhirnya
pengundangan peraturan yang bersangkutan
(Gusman, 2023). Peraturan perundangan berarti
“peraturan mengenai tata cara pembuatan
peraturan negara.” Sedangkan jika yang dimaksud
dalam  “peraturan yang dilahirkan dari
perundang-undangan” cukup dengan menyebut
“peraturan saja.” Adapun yang dimaksud dengan
“peraturan negara” adalah peraturan-peraturan
tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik
dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.
Peraturan yang dimaksud meliputi Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi.
Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan
perundangan adalah peraturan mengenai tata
cara pembuatan peraturan negara. Menurut Bagir
Manan, pengertian peraturan perundang-
undangan adalah (Manan et al.,, 2021):

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan
pejabat atau lingkungan jabatan yang
berwenang yang berisi aturan tingkah laku
yang bersifat atau mengikat umum.

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang
berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak,
kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-
ciri umume-abstrak atau abstrak-umum,
artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan
pada objek, peristiwa atau gejala konkret
tertentu.

4. Dengan mengambil pemahaman dalam
kepustakaan Belanda, peraturan perundang-
undangan lazim disebut dengan wet in
materiil zin, atau sering juga disebut dengan
algemeen verbindende voorschrift yang
meliputi antara lain: de supranationale
algemeen verbindende voorschrift, wet,
AMvB, de Ministeriele verordening, de
gemeentelijke  raadsverordeningen, de
provinciale staten verordeningen.

Attamimi, mengemukakan  peraturan
perundang-undangan adalah peraturan negara, di
tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang
dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-
undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat
delegasi. Kemudian dalam disertasinya, Attamimi
memberikan batasan mengenai peraturan
perundang-undangan adalah semua aturan
hukum yang dibentuk oleh semua tingkat
lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur
tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku
umum serta mengikat rakyat (Muhammad Saleh,
2020). Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun
2011, peraturan perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang- undangan.

Dalam  pandangan Jimly  Asshiddiqie,
pengertian  peraturan perundang-undangan
adalah: keseluruhan susunan hirarkis peraturan
perundang-undangan yang berbentuk undang-
undang ke bawah, yaitu semua produk hukum
yang melibatkan peran lembaga perwakilan
rakyat bersama-sama dengan pemerintah
ataupun yang melibatkan peran pemerintah
karena kedudukan politiknya dalam
melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan
oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama
dengan pemerintah menurut tingkatannya
masing-masing” (Hierarki & Delegasi, 2021).

Menurut Ruiter di dalam peraturan
perundang-undangan terkandung tiga unsur
yakni: (a) norma hukum (rechts normen); (b)
berlaku ke luar (naar buitenwerken); dan (c)
bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in
ruimezin) (Ni'matul Huda & Nazriyah, 2019). Oleh
karena itu, pembentukan peraturan perundang-

22



Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)
(eISSN: 3063-9530)
Volume I, Nomor I, Mei 2024 (19-29)

undangan pada hakekatnya ialah pembentukan
norma-norma hukum yang berlaku ke luar dan
yang bersifat umum dalam arti yang luas.
Keberadaan Peraturan Menteri dalam konteks
sistem peraturan perundang- undangan di
Indonesia diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Di dalam ketentuan tersebut juga tidak diatur

tegas terkait dengan kedudukan Peraturan
Menteri dalam sistem hierarki peraturan
perundang-undangan. Sistem perundang-

undangan di Indonesia sendiri memang diakui
masih mengandung sejumlah permasalahan,
diantaranya tidak semua jenis peraturan
perundang- undangan jelas letaknya dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, dan
terlalu luasnya materi muatan serta kesamaan
materi muatan antar peraturan perundang-
undangan.

B. Kedudukan Menteri dalam Perspektif
Sistem Pemerintahan Presidensial

Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara yang
ditegaskan dalam UUD 1945 (sebelum
amendemen) angka Romawi VI menegaskan,
Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri
Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
Presiden mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri negara (lhsan, n.d.). Menteri-
menteri itu tidak bertanggungjawab kepada DPR.
Kedudukannya tidak tergantung dari pada
Dewan, akan tetapi tergantung dari pada
Presiden. Para menteri ialah pembantu Presiden.
Para Menteri bukan pegawai tinggi biasa, oleh
karena menteri-menteri lah yang terutama
menjalankan kekuasaan pemerintahan (pouvoir
executive) dalam praktik meskipun kedudukan
menteri negara tergantung dari pada Presiden.

Sebagai pemimpin departemen, Menteri
mengetahui seluk beluk hal-hal yang mengenai
lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu,
Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap
presiden dalam menentukan politik negara yang
mengenai kementeriannya. Memang yang
dimaksudkan ialah, para Menteri itu pemimpin-
pemimpin negara. Para Menteri bekerja bersama
satu sama lain seerat- eratnya di bawah pimpinan
Presiden (lhsan, n.d.).

Setelah UUD 1945 diamendemen, Pasal 4 UUD
NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Presiden dalam menjalankan kekuasaan

pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri
negara yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden. Kementerian Negara yang diatur dalam
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 disempurnakan,
sehingga berbunyi: (1) Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3)
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu
dalam  pemerintahan. (4) Pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian
negara diatur dalam undang-undang. Latar
belakang adanya penambahan ayat (4) tersebut
antara lain karena besarnya wewenang presiden
dalam persoalan ini. Misalnya, ketika pada masa
pemerintahan Soeharto (Orde Baru), jumlah dan

macamnya  kementerian = negara  sangat
ditentukan oleh ‘kebutuhan dan kepentingan
politiknya.” Demikian pula ketika masa

kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid

(Gus Dur), jumlah dan macamnya kementerian

negara ditentukan oleh kepentingan politik dari

partai-partai politik dan militer yang ada di DPR

(Setiawan, 2021).

1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 tersebut dibentuklah
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara. Untuk menentukan bidang urusan
kementerian, di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
ditegaskan bahwa urusan tertentu dalam
pemerintahan  terdiri  atas: urusan
pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan
dalam UUD NRI Tahun 1945;

2. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan

3. urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
program pemerintah.

Urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri,
dalam negeri, dan pertahanan. Urusan
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan
agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan,
sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,
pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
kelautan, dan perikanan. Adapun urusan
pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
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meliputi urusan perencanaan pembangunan
nasional, aparatur negara, kesekretariatan
negara, badan usaha milik negara, pertanahan,
kependudukan, lingkungan  hidup, ilmu
pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha
kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
(Manitik et al., 2022).

Kementerian yang melaksanakan urusan luar
negeri, dalam negeri, dan pertahanan, dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 4
fungsi (Huda, 2021):

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;

2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggungjawabnya;

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya; dan

4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari
sampai ke daerah.

Kementerian yang melaksanakan urusan
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam melaksanakan
tugasnya menyelenggarakan 5 fungsi (Huda,
2021):

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;

2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya;

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya;

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan kementerian di

pusat

daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala
nasional.

Kementerian yang melaksanakan urusan
pemerintahan  dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan 4 fungsi (Huda, 2021):

1. perumusan dan penetapan kebijakan di
bidangnya;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya; dan

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Menteri
merupakan jabatan pembantu Presiden yang

menerima mandat untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang sejatinya merupakan
kekuasaan  Presiden. = Kementerian  tidak
bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
sebagaimana dalam sistem pemerintahan
parlementer, melainkan bertanggung jawab
kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan sistem
pemerintahan presidensial yang dianut di
Indonesia.  Presiden di dalam  sistem
pemerintahan presidensial merupakan pejabat
yang bertanggung jawab dan mempertanggung
jawabkan  kabinet/kementeriannya  kepada
rakyat (Manitik et al., 2022).

Menteri oleh karena merupakan pejabat yang
bertanggung jawab kepada Presiden, dan
Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, maka
sebaiknya yang tepat berwenang untuk
membentuk dan  menetapkan  peraturan
perundang- undangan adalah Presiden, bukan
Menteri. Ketentuan yang bersifat pengaturan
(regeling) diatur melalui Peraturan Pemerintah
atau Peraturan Presiden, sementara ketentuan
yang bersifat penetapan/administratif dapat
dimuat dalam produk hukum yang dikeluarkan
oleh Menteri/pejabat setingkat Menteri (Huda,
2021).

C. Upaya Menghindari Obesitas
Pembentukan Peraturan Menteri dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Menteri pada satu sisi sebenarnya
dapat berperan penting untuk efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, karena tidak
semua hal yang substansinya diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan lebih
tinggi sudah bisa implementatif untuk
menyelenggarakan pemerintahan (Hakim et al,

2022). Peraturan Menteri ini secara normatif juga

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dibentuk berdasarkan kewenangan.!

Peraturan Menteri oleh karenanya memiliki

fungsi dan kedudukan yang sebenarnya penting

untuk mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan pemerintahan negara.
Pembentukan Peraturan Menteri

dilatarbelakangi pada kebijakan pemerintah yang
perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang
bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang
lebih tinggi, oleh sebab itu Menteri atau pejabat
setingkat menteri dapat diberikan kewenangan
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untuk membuat peraturan yang Dbesifat
pelaksanaan tersebut. Apabila diperhatikan,
pelaksanaan pembuatan peraturan menteri
bersumber dari delegasi yaitu untuk menjalankan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Namun demikian, obesitas pembentukan
Peraturan Menteri pada sisi yang lain juga
menjadi permasalahan tersendiri bagi efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan.

Saldi Isra sempat mengemukakan upaya untuk
menanggulangi terbitnya Peraturan Menteri yang
masif ini, antara lain: pertama, mempersempit
ruang untuk membentuk Peraturan Menteri
(Huda, 2021). Cara yang paling sederhana adalah
menghilangkan frasa "dibentuk berdasarkan
kewenangan" sebagaimana termaktub dalam
Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Kedua,
sekalipun dibuka ruang berdasarkan delegasi
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Presiden, namun dalam membentuk
Peraturan Menteri, ruang tersebut harus diikuti
dengan kewajiban yaitu setiap rancangan
Peraturan Menteri harus mengikuti proses
harmonisasi di Kemenkumham.

Jimly Asshiddiqie pada satu sisi juga
mengemukakan  bahwa  produk  hukum
pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat tertentu
yang secara protokoler sederajat tidak dapat
dikatakan selalu mengikuti tingkatan pejabat
yang menetapkan (Huda, 2021). Kedudukan
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
lembaga- lembaga khusus itu lebih tepat disebut
juga sebagai peraturan yang bersifat khusus (lex
specialis). Semua peraturan yang ditetapkan oleh
lembaga khusus dan independen itu dapat
diperlakukan sebagai bentuk peraturan khusus
yang tunduk pada prinsip lex specialis derogat lex

generalis (Hiariej, 2021). Termasuk dalam
kategori ini, misalnya, adalah Peraturan
Mahkamah  Agung, Peraturan Mahkamah

Konstitusi, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Hak
Asasi Manusia, Peraturan komisi Penyiaran
Indonesia, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisa
Transaksi Keuangan, dan sebagainya.

Badan atau lembaga-lembaga seperti ini dapat
mengeluarkan peraturan tersendiri, asalkan
kewenangan regulatif itu diberikan oleh Undang-
Undang. Jika lembaga-lembaga itu diberi
kewenangan regulatif, maka nama produk
regulatif yang dihasilkan sebaiknya disebut
peraturan. Pendelegasian kewenangan
pengaturan dapat dilakukan dengan tiga alternatif
Syarat, yaitu:

1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek
lembaga pelaksana yang diberi delegasi
kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana
untuk menuangkan materi pengaturan yang
didelegasikan;

2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk
peraturan pelaksana untuk menuangkan
materi pengaturan yang didelegasikan; atau

3. Adanya perintah yang tegas mengenai
pendelegasian kewenangan dari undang-
undang atau lembaga pembentuk undang-
undang kepada lembaga penerima delegasi
kewenangan, tanpa penyebutan bentuk
peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga persyaratan tersebut bersifat alternatif
dan salah satunya harus ada dalam rangka
pemberian delegasi kewenangan pengaturan
(rule making power) itu. Lembaga pelaksana
undang-undang, baru dapat memiliki
kewenangan untuk menetapkan sesuatu
peraturan yang mengikat umum jika oleh undang-
undang sebagai “primary legislation” memang
diperintahkan atau diberi kewenangan untuk itu
(Huda, 2021). Oleh karena syarat pertama untuk
dilakukannya pendelegasian kewenangan
peraturan itu adalah harus ada perintah atau
pendelegasian yang resmi dari undang-undang.

Perintah untuk mengatur itu dapat bersifat
tegas subjeknya dan tegas pula bentuknya.
Kadang-kadang  pendelegasian  itu  tidak
menyebutkan dengan tegas bentuk peraturannya,
tetapi hanya menyebut subjek yang diberi
delegasi  (Huda, 2021). Bagaimana jika
penyebutan subjek itu bersifat sangat umum,
misalnya UU menentukan bahwa pelaksanaan
mengenai hal-hal tertentu dari undang-undang
yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh

pemerintah. Presiden selaku kepala
pemerintahan dapat mengeluarkan produk
hukum  Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, atau menugaskan kepada menterinya
untuk menetapkan Peraturan Menteri.

Menteri selaku pemimpin pemerintahan dalam
bidangnya masing-masing dapat mengeluarkan
Peraturan Menteri karena adanya perintah yang
tegas untuk menerima delegasi kewenangan
pengaturan, tetapi bentuk peraturan pelaksana
untuk menuangkan materi pengaturan yang
didelegasikan tidak ditentukan secara tegas.
Dalam hal yang demikian berarti lembaga
penerima delegasi kewenangan harus
menentukannya sendiri apa bentuk yang akan
dipilih. Presiden dapat menentukan pilihan
apakah akan menetapkan Peraturan Pemerintah,
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Peraturan Presiden, atau dalam bentuk lainnya,
misalnya hanya dalam bentuk pengaturan
kebijakan (beleids regel) (Srilaksmi, 2020).
Apakah pengaturan demikian dapat dilakukan
dalam bentuk Peraturan Menteri? Bukankah
menteri adalah juga pemerintah? Terkait hal
tersebut, Jimly Asshiddigie menyarankan untuk
dihindari melimpahkan pengaturannya dalam
bentuk Peraturan Menteri. Lebih lanjut Jimly
Asshiddigie menyatakan, bukankah tidak ada
kesulitan bagi pemerintah untuk menetapkan saja
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
menentukan  materi  muatan  Peraturan
Pemerintah berisi materi menjalankan Undang-
undang sebagaimana mestinya. Sedangkan Pasal
13-nya menentukan bahwa materi muatan
Peraturan Presiden berisi materi yang
diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi
untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan.  Artinya, baik  Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Presiden dapat
menjadi instrumen hukum untuk menjalankan
Undang-Undang, asalkan delegasi kewenangan
untuk itu tegas ditentukan atau diperintahkan
oleh Undang-Undang yang bersangkutan (Huda,
2021).

Muncul permasalahan baru yang diciptakan
melalui Penjelasan Pasal 13 UU No. 12 Tahun
2011 yang menegaskan: “Peraturan Presiden
dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan
lebih lanjut perintah Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak
tegas diperintahkan pembentukannya.” Ketentuan
dalam Penjelasan tersebut sangat ‘lentur’ dan
dapat dengan leluasa ditafsirkan oleh Presiden
sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, dapat
dinyatakan bahwa tanpa ada perintah sama sekali
pun, dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Presiden sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, Presiden harus dianggap
berwenang menetapkan Peraturan Presiden
kapan saja dibutuhkan.

Ada 3 kemungkinan yang dapat dikembangkan
mengenai pengertian “perintah yang tidak tegas”
tersebut, yaitu:

1. Perintah pengaturan itu memang ada, tetapi
tidak tegas menentukan bentuk peraturan apa
yang dipilih sebagai tempat penuangan materi
ketentuan yang didelegasikan pengaturannya;

2. Perintah pengaturan itu memang ada, tetapi
tidak ditentukan dengan jelas lembaga yang

diberi delegasi kewenangan ataupun bentuk
peraturan yang harus ditetapkan untuk
penuangan materi ketentuan yang
didelegasikan;

3. Perintah pengaturan semacam itu sama sekali
tidak disebut atau ditentukan dalam undang-
undang yang bersangkutan, tetapi kebutuhan
akan pengaturan semacam itu bersifat nyata
dan tidak terelakkan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan undang-undang itu
sendiri. Bahkan, jikalau tidak karena kealfaan
atau pun kelalaian pembentuk undang-
undang, memang sudah seharusnya bahwa
pengaturan lebih lanjut mengenai hal- hal
dimaksud harus diatur, sehingga ketentuan-
ketentuan undang- undang dimaksud dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kondisi seperti pada poin ketiga di atas, maka
berdasarkan asas “freies ermessen” atau asas
“beleids vrijheid” Presiden dengan sendirinya
dianggap berwenang menetapkan peraturan yang
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
dan kewenangannya sebagai administrator
pemerintahan yang tertinggi (Huda, 2021).
Namun, harus pula dipahami secara terbatas,
yaitu: (i) bahwa materi pengaturan lebih lanjut
yang dituangkan dalam bentuk Peraturan
Presiden itu, hanya bersifat internal dalam rangka
kebutuhan administrasi pemerintahan; dan (ii)
bahwa materi ketentuan yang bersangkutan
hanya bersifat prosedural- administratif untuk
membantu lembaga pelaksana undang-undang
menjalankan Kketentuan undang-undang yang
bersangkutan. Isinya tidak melebar berupa
penambahan norma ataupun mengubah norma
yang bersifat mengurangi ketentuan undang-
undang.

Pejabat ataupun pimpinan suatu kementerian
dapat mengeluarkan peraturan yang ditetapkan
oleh Menteri. Akan tetapi, tidak semua Menteri
diberi kewenangan mengatur. Kewenangan itu
harus dibatasi hanya digunakan oleh Menteri
yang memimpin departemen (dengan portofolio).
Alasannya adalah karena hanya Menteri yang
memimpin departemen sajalah yang mempunyai
aparatur yang cukup untuk menjamin bahwa
peraturan yang dibuat itu dapat dijalankan
dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan untuk
pengaturan yang dimaksud cukup dituangkan
dalam bentuk Peraturan Menteri yang terkait
dengan bidang yang bersangkutan.

Peraturan Menteri (Permen) adalah suatu
peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri
yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang
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tugasnya (Wardoyo et al., 2024). Surat Keputusan

Menteri adalah Keputusan Menteri yang bersifat

khusus mengenai masalah tertentu sesuai dengan

bidang tugasnya. Ada Menteri yang pada
praktiknya hanya mempergunakan bentuk

Keputusan Menteri (Kepmen). Ada pula Menteri

yang mempergunakan bentuk Peraturan Menteri

sesuai dengan namanya berisi ketentuan yang
bersifat mengatur. Sedangkan Kepmen dapat
berupa peraturan (regeling) atau ketetapan

(beschiking) (Ghafur, 2024). Materi muatan

Permen dan Kepmen (yang bersifat mengatur)

mencakup hal-hal baik yang bersumber pada

atribusi atau delegasi. Pembatasan-pembatasan
materi muatan Permen atau Kepmen (yang
bersifat mengatur) adalah:

1. Lingkungan pengaturan terbatas pada
lapangan administrasi negara - baik dalam
fungsi  instrumental = maupun  fungsi
perjanjian (perlindungan).

2. Lingkungan pengaturan terbatas pada bidang
yang menjadi tugas, wewenang, dan
tanggungjawab Menteri yang bersangkutan.

3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya  dan  asas-asas = umum
penyelenggaraan pemerintahan yang layak
(algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun

2011, yang dimaksud Peraturan Menteri adalah

peraturan yang ditetapkan oleh menteri
berdasarkan materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan  urusan tertentu dalam

pemerintahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi
seorang Menteri menurut Pasal 17 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka fungsi dari
Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum
dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan di bidangnya. Penyelenggaraan
fungsi ini adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1)
UUD 1945 (Perubahan) dan kebiasaan yang
ada.

2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Peraturan Presiden. Oleh
karena fungsi Peraturan Menteri di sini
sifatnya delegasian dari Peraturan Presiden,
maka Peraturan Menteri di sini sifatnya adalah
pengaturan lebih lanjut dari kebijakan yang
oleh Presiden dituangkan dalam Peraturan
Presiden.

3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Undang- Undang yang tegas-
tegas menyebutnya.

4. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang
tegas-tegas menyebutnya.

Apabila terdapat materi muatan yang bersifat
tumpang tindih dengan materi muatan Peraturan
Menteri lainnya atau Peraturan Pejabat setingkat
menteri lainnya, apakah dapat dibenarkan
dikeluarkan peraturan bersama seperti yang
selama ini dikenal dengan sebutan Surat
Keputusan Bersama? Menurut Jimly Asshiddiqgie,
kebiasaan seperti ini harus dihentikan karena
dapat mengacaukan sistematika peraturan
perundang-undangan kita. Dalam hal demikian itu
maka yang sebaiknya dibuat adalah Peraturan
Presiden yang diharapkan dapat mengatur dan
mengakomodasi pengaturan terkait urusan
pemerintahan yang lebih luas. Sedangkan bentuk-
bentuk  keputusan dengan  nomenklatur
Keputusan Menteri ataupun Keputusan pejabat
setingkat Menteri lainnya masih tetap dapat
dipertahankan, yaitu dibatasi hanya memuat
materi- materi yang bersifat administratif dan
hanya bersifat penetapan administratif biasa
(beschkikking).2 Dengan demikian, Menteri tidak
perlu lagi menetapkan produk peraturan
perundang-undangan berupa Peraturan Menteri
(Ghafur, 2024).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Penelitian ini kemudian menyimpulkan

sebagai berikut. Pertama, kedudukan peraturan
menteri dalam sistem perundang-undangan
Indonesia sesungguhnya tidak termasuk dalam
pengertian  peraturan perundang-undangan
dalam rezim UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
namun demikian, peraturan menteri dapat
dikeluarkan oleh Menteri sepanjang ada
kewenangan atau perintah dari undang-undang
yang lebih tinggi untuk mengaturnya. Sistem
pemerintah presidensial mendesain
menteri/kementerian tidak bertanggung jawab
kepada parlemen, melainkan kepada Presiden,
oleh karena itu yang tepat untuk membentuk dan
menetapkan peraturan perundang-undangan itu
mestinya bukan menteri melainkan Presiden,
melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan
Presiden. Kedua, upaya yang bisa dilakukan untuk
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menghindari terjadinya obesitas pembentukan
Peraturan Menteri yaitu Presiden membentuk
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden
untuk mengakomodasi pengaturan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan
tidak perlu melimpahkan (mendelegasikan)
kepada Menteri untuk membentuk peraturan
pelaksanaannya. Menteri cukup menetapkan
keputusan yang bersifat penetapan/administratif
saja, dan bukan yang Dbersifat regeling
(perundang-undangan).
B. Saran

Pemerintah harus melakukan kajian terhadap
semua peraturan menteri untuk dinilai, pertama,
apakah substansinya masih relevan atau tidak
dengan perkembangan ketatanegaraan; kedua,
materi muatannya sudah diatur dalam peraturan
yang lebih tinggi; ketiga, lingkup kewenangan
yang diatur bukan merupakan kewenangannya
lagi; keempat, memang sudah tidak diperlukan
lagi peraturan tersebut. Dengan demikian, tidak
perlu menunggu adanya pihak yang mengajukan
pembatalan terkait Peraturan Menteri tersebut.
Hal ini urgen untuk dilakukan agar ke depan
peraturan pelaksana dari kekuasaan Presiden
cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden saja.
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